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Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 732570-733042 Pontianak 78111

KATA PENGANTAR

Pengelolaan pelayanan publik di Kota Pontianak tidak terlepas dari Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), perwujudan dari keterbukaan informasi
merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap unsur dalam organisasi di
lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota
Pontianak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam
mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Pontianak.

Penyusunan laporan PPID Kota Pontianak secara tahunan yang dimulai dari Januari
s.d Desember tahun 2024 dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di Kota Pontianak untuk periode satu tahun dan merupakan
bentuk pertanggungjawaban pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kota Pontianak yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai
pelaksana teknis yang bertanggungjawaban dalam menyediakan informasi tertentu melalui
mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Kami menyadari Laporan PPID ini masih banyak belum sempurna, meskipun
demikian kami berharap bahwa Laporan PPID ini dapat dijadikan sebangai salah satu dasar
Pengambilan kebijakan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Kota Pontianak kedepannya.

Demikian Laporan PPID ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pontianak dalam berupaya mewujudkan visi dan Misi Kota Pontianak.

Pontianak Januari 2025
—Kapala Dinas Komunikasi dan Informasi
/ i\;k\NTAK’g)t{;jl Pontianak
.;x f—SE\ka Ku' Penanggungjawab PPID Kota Pontianak,

4+ Drs.ZULKARNAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198603 1 009
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BABI
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Pengelolaan pelayanan publik di Kota Pontianak salah satunya adalah
pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) yang merupakan bagian dari
perwujudan keterbukaan informasi, dan wajib dilaksanakan oleh setiap unsur dalam
organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah
Kota Pontianak melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
(PPID) sesuai dengan amanat undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam
mendorong Keterbukaan Informasi dilndonesia, khususnya di Kota Pontianak.

Undang - Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap
orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai
kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara
cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu tugas Pengelola
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi
pemohon informasi.

Terkait dengan tugas tersebut, pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi (PPID) menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID
Pemerintah Kota Pontianak, yang di wujudkan dengan adanya Website PPID Kota
Pontianak ppid.pontianakkota.go.id, dengan kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 49
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan Standar Operasional Pelayanan Informasi
Publik, dari ketersedian pelayanaan PPID Kota Pontianak diharapkan implementasi UU
KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat

secara nyata terpenuhi.
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Laporan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota
Pontianak persemester ini, bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan
pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kota Pontianak
secara berkala dalam periode satu tahun, yang dapat diuraikan pada bab - bab dalam

laporan ini.

1.1. Kebijakam Umum Layanan Informasi Publik

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Pontianak
tahun 2024 pada bualan Januari s.d. Desember, pengelolaan PPID ini berdasarkan
kepada peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan keterbukaan informasi
ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah tentang keterbukaan informasi dan
peraturan Mendagri serta ditindak lanjuti dengan peraturan Wali Kota Pontianak
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan

Pemerintah Kota Pontianak. Dasar hukum Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846).

2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. PermendagriNo 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi.

4. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik PERWA
Pontianak No. 49 Tahun 2018 Tentang PPID di Kota Pontianak.

5. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak.

6. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 126/DKI/Tahun 2024
tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
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7.

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 117/DKI/Tahun 2024
tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Kebijakan dalam Pengeloaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota

Pontianak sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai

pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam menyediakan informasi dan dokumen

melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota

Pontianak, kebijakan badan publik terhadap layanan informasi publik tidak terlepas dari

peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan

informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, dalam Peraturan

Wali Kota ini terdapat ketentuan yang mengatur tentang kebijakan yang mencakup

sebagai berikut:

1.

Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari PPID
Utama di lingkungan pemerintah Kota Pontianak yang beranggotakan Aparatur di
Lingkungan Diskominfo dan PPID Pelaksana yang merupakan OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Pejabat Fungsional.
Kelengkapan pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari
struktur PPID terlampir, Standar Oprasional Prosedur (SOP) organisasi terdapat 7
jenis SOP terlampir, daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP), Ruang
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID), sistem informasi dan dokumentasi
publik (SIDP) aplikasi berbasis website,

Mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota Pontianak meliputi perseorangan,
kelompok masyarakat, lembaga dan swadaya masyarakat, organisasi masyarakat,
partai politik dan badan publik lainnya. Pemohon informasi dapat mengakses PPID

secara online melalui website ppid.pontianakkota.go.id atau datang langsung di
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Dinas Kominfo Kota Pontianak. Waktu penyelesaian informasi yang dimohonkan 10
hari kerja semenjak formulir diterima.

Keberatan dan sengketa, dalam keberatan pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan ketentuan yang berlaku dalam

peraturan perundangan-undangan PPID.
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BABII
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pontianak perlu di
dukung dengan sarana dan prasarana, adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung
pelayanan informasi publik, di tahun 2024 terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon
informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran), yang
dilengkapi sarana dan prasarana antara lain:

Kursi tamu.
b. Mejalayanan informasi dan kursi petugas data dan informasi.
c. Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet.
d. Telepon.
e. Unit printer.
f.  Lemari arsip.

g. Filling kabinet.

Gambar. 1 Sarana dan Prasarana Pelayanan

2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang
langsung ke meja layanan informasi, melalui Call Center (0561) 811771, melalui

email ppid.pontianakkota.go.id dan Instagram ppidpontianak.

3. Portal/website PPID Pemerintah Kota Pontianak dapat diakses oleh seluruh
masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: aplikasi JePin. Website

pontianakkota.go.id Layanan JePin serta web diskominfo.pontianakkota.go.id sub

menu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
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2.2. Sumber Daya Aparatur Pengelola PPID

i LD, @rep
Selomat Datang di Portal Resmi |
PPID PEMERINTAH KOTA PONTIANAK ¢

\
by

Informasi Publik

on mO@m Al

Gambar. 2 Website PPID Kota Pontianak

Sumber daya apartur (SDA) sangat berperan dalam mendukung pengelolaan

pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota Pontianak, peran sumber daya

aparatur (SDA) sangat penting dalam pengelolaan PPID untuk melayani masyarakat

baik secara langsung atau melalui media online aplikasi berbasis website.

tahun 2024, sumber daya aparatur yang dilibatkan dalam PPID dapat dilihat pada uraian

Dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kota Pontianak

di bawah ini:

1.

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara langsung dengan

melibatkan sebanyak 2 orang petugas informasi:

- Petugas Pelayanan Dokumentasi dan Informasi

- Petugas Operator Website PPID

Sumber daya aparatur Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Kota Pontianak tahu 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel. 1
SK Tim Pembantu dan Pejabat Utama PPID
No Surat Keputusan Tentang Jumlah (}Falrl:/[Susunan Keterangan
Sekretaris Daerah | Pembentukan Tim | 34 Orang Tim Pejabat
Kota Pontiaanak | Pejabat Pengelola | Susunan: Pengelola
Nomor Informasi dan | - Pembina Informasi  dan
126/DKI/Tahun 2024 | Dokumentasi - Pengarah Dokumentasi
Utama di | - Ketua Tim Utama
Lingkungan - Ketua Bidang
Pemerintah Kota | - Sekretaris
Pontianak - Anggota
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No Surat Keputusan Tentang Jumlah qralrlz/[Susunan Keterangan
2 Surat Keputusan | Pembentukan Tim | 30 orang Tim ini
Sekretaris Daerah | Pejabat Pengelola | Susunan: merupakan PPID
Kota Pontianak Nomor | Informasi dan | - Sekretaris Pembantu | di masing -
117/DKI/Tahun 2024 | Dokumentasi Pejabat Pengelola masing OPD di
Pembantu di Informasi Daerah Kota Pontianak.
Lingkungan - Pengelola Publikasi
Pemerintah Kota Dan Pelayanan
Pontianak Informasi
- Pengelola Pengaduan
Dan Penyelesaian
Sengketa
- Pengelola Data

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Penggunaannya

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
(PPID) di Kota Pontianak tahun 2024 dianggarkan pada program Informasi dan
Komunikasi Publik dilaksanakan kegiatan Penngelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola
Komisi Informasi diDaerah pembiayaan sebesar Rp. 25.997.800,- yang terdiri dari
belanja pakai habis ATK sebesar Rp. 12.247.800,- belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.
13.750.000,- .

Alokasi anggaran di pergunakan untuk pembiayaan pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Belanja alat tulis yang dipergunakan dalam kegiatan pengelolaan pelayanan
informasi dan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala.

2. Belanja cetak yang dipergunakan dalam mendukung kegiatan palayanan informasi
publik dengan menyediakan cetak formulir, SOP dan standing banner untuk
mendukung pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

3. Belanja makan dan minum Rapat yang diperuntukkan guna mendukung
pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkaitan
dengan kosumsi para peserta workshop.

4. Belanja jasa kantor kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan rapat

koordinasi dengan PPID Pembantu dilingkungan pemerintah Kota Pontianak.
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BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi PPID di Kota

Pontianak tahun 2024, dapat dilihat melalui 2 (dua) jenis pelayanan yaitu pelayanan

secara online melalui website ppid.ponitanakkota.go.id dan pengelolaan pelayanan

informasi dan dokumentasi PPID secara langsung di ruang pelayanan badan publik dan

perangkat daerah, untuk melihat perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi

publik dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasian Secara Online.

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kota Pontianak tidak terlepas
dari akses informasi yang disampaikan kepada masyakat, sebagaimana diatur
dalam peraturan Walikota Pontianak Informasi dan Dokumentasi Publik
Pemerintahan Kota Pontianak bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan

Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.

Pemerintah Kota Pontianak wajib menyediakan, memberikan atau
menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kota Pontianak
tahun 2024 untuk satu tahun yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember

dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Daftar
Informasi Publik Yang Dikecualikan.

2. Menyusun Draf Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak tentang
Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan Pembentukan Tim Pejabat
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Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak Tahun 2024.
Dalam pelaksanaan PPID Kota Pontianak pada semester I tahun 2024 dari bulan
Januari sampai dengan Juni dengan jumlah informasi yang dimohonkan sebanyak
10 orang pemohon, dengan jumlah pemohon informasi dan dokumentasi terbanyak
pada bulan Mei sebanyak 5 informasi atau 50%, kedua terbanyak di bulan Juni
dengan jumlag sebanyak 3 atau 30% dan untuk bulan April sebanyak 2 informasi
atau 20% dan untuk bulan Januari s.d. Maret tidak terdapat informasi yang
dimohonkan. Untuk Semester II dari pereode Juli s.d. Desember, untuk semester II
ini, bulan November menjadi bulan yang terbanyak dengan jumlah pemohonan
informasi sebanyak 4 informasi atau 44,44 % dan kedua terbanyak yaitu pada bulan
Agustus sebanyak 2 informasi atau 22,22% sedangkan bulan Juli, September dan
Desember masing - masing sebanyak 1 informasi atau 11,11% yang dimohonkan,
untuk bulan Oktober tidak terdapat informasi yang dimahonkan. Jika dilihat dari
keseluruhan informasi yang dimohonkan dapat dipenuhi sebagaimana dapat
tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tebel.2
Rekapitulasi
Permohonan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Secara Online (Website PPID) Semester I dan Il Januari s.d. Desember 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Jumlah Status Permohonan

No Bulan Pemohon Dipenuhi Ditolak Ket

1 Januari - -

2 Februari - - Triwulan 1
3 Maret - -

4 April 2 2

5 Mei 5 5 Triwulan 2
6 Juni 3 3

7 Juli 1 1

8 Agustus 2 2 Triwulan 3
9 September 1 1

10 Oktober

11 November 4 Triwulan 4
12 Desember 1

Jumlah 19 19 -
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Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Secara Langsung Ofline.
Permohonan informasi dan dokumentasi yang secara langsung kepada pejabat PPID
Kota Pontianak yang dimohonkan oleh masyarakat secara langsung datang ke
Pelayanan PPID Kota Pontianak, Permohonan ini menjadi salah satu bentuk
pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) oleh pelayanan secara
langsung, sehingga dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi harus
teregister dan tercatat di pengelolaan PPID Utama secara berkala.

Dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara langsung dengan
jumlah keseluruhan sebanyak 10 informasi dan dokumentasi. Dari keseluruhan
informasi yang disampaikan oleh masyarakat seluruhnya dapat dipenuhi sesuai
dengan permohonan, jika dilihat dari jumlah pada bulan Maret terdapat sebanyak 3
dokumen dan Juli terdapat sebanyak 4 Dokumen yang merupakan permohonan
terbanyak di periode semester I dan untuk Bulan Januari dan April terdapat masing
- masing 1 permohonan informasi selanjutnya untuk bulan Februari, Mei dan Juni
tidak terdapat permohonan informasi. Untuk semester Il terdapat 4 informasi yang
dimohonan secara ofline yaitu pada bulan Juli sebagaimana tergambar pada table
dibawabh ini.

Tebel. 3
Rekapitulasi
Permohonan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Secara Offline (Langsung) Semester [ dan II Januari s.d. Desember 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No Bulan P]elﬂsgn S.tatus P'ermofllonan Ket
Dipenuhi | Ditolak

1 Januari 1 1 -
2 Februari - - -
3 Maret 3 3 -
4 April 1 1 -
5 Mei 1 1 -
6 Juni - - -
7 Juli 4 4
8 Agustus - - -
9 September - - -

10 | Oktober
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C.

No Bulan P]eli:lolﬁ};n S.tatus P.ermolllonan Ket
Dipenuhi | Ditolak

11 | November

12 | Desember

Jumlah 10 10

Penyampaian Informasi Publik Melalui Website PPID

Pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan website PPID,

kegiatan pelayanan informasi publik ini memberikan informasi dan dokumentasi hasil

pembangunan di Kota Pontianak yang diupload oleh OPD di lingkungan pemerintah

Kota Pontianak ke dalam https://ppid.pontianak.go.id. Penyampaian informasi ini

dalam bentuk dokumen dan Informasi berita yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Informasi Dokumen OPD, dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan
dokumentasi yang disampaikan kepada masyarakat selama preode dari bulan
Januari sampai dengan Juni dengan total Informasi Publik sebanyak 161 informasi
dan dokumentasi, untuk berita dengan jumlah sebanyak 272 berita dan untuk
permohonan ifomasi sebanyak 77 permohonan informasi, sebagaimana tergambar

pada grafik dibawah ini.

Grafik.1
Statistik Daftar Informasi Publik
Januari s.d. Desember Tahun 2024

Statistik Daftar Informasi Publik Per Bulan

40 -'.

161 272
Total Informasi Publik Total Berita
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2. Informasi Berita, penyampaian informasi kepada masyarakat melalui website
https://ppid.pontianak.go.id. dalam betuk berita pada semester ini Januari s.d.
Desember tahun 2024 dengan total sebanyak 165 berita, informasi berita ini
merupakan link dari Wensite Pemerintah Kota Pontianak dari menu Berita kedalam
website PPID, untuk melihat perkembangan informasi berita dari bulan Januari s.d.
September dengan jumlah berita terbanyak yaitu pada bulan Januari dengan jumlah
sebanyak 16 berita, untuk berita yang paling sedikit yaitu pada bulan April dengan
jumlah sebanyak 11 berita, untuk melihat perkembangan informasi berita

sebagaimana tegambar pada tabel berikut.

Tabel. 4
Jumlah Informasi Berita
Semester I s.d Il Janurai s.d September Tahun 2024

No Nama Bulan Jumlah Berita Keterangan
1 Januari 16 Triwulan I
2 Februari 13
3 Maret 14
4 April 11 Triwulan II
5 Mei 13
6 Juni 13
7 Juli 13 Triwulan III
8 Agustus 14
9 September 14
10 Oktober 15 Triwulan IV
11 November 15
12 Desember 14
Jumlah 165

d. Pelaksanaan Uji Konsekkuensi DIP yang Dikecualikan.
Dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID)
yang lebih baik di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, pada tahun 2024 badan
publik Kota Pontianak telah melaksanakan kegiatan Uji Konsekuensi Daftar
Informasi Publik yang Dikecualikan tahun 2024 kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan uji konsekuesi bedasarkan Undangan Nomor

500.12.11/097/IKP tanggal 22 Agustus 2024 yang dimulai pada Hari
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Senin sampai Kamis taggal 26 s.d. 29 Agustus tahun 2024. Dalam
pelaksanaan uji konsekuensi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari
Sekretariat Daerah yang diwakili oleh Assisten Administrasi Umum, Kabag
Organisasi serta Kabag Hukum, Bagian PB]J, Inspektorat, Akademisi
UNTAN Fisipol dan Bidang IKP Dinas Kominfo Kota Pontianak. Waktu
pelaksanaan Kegiatan dibagi dalam 2 sesi, dengan sesi pertama dimulai
dari Jam 08:00 s.d. 11:00 WIB dan sesi kedua dimulai Jam 13:00 s.d. 15:00
WIB. Tempat pelaksanaan uji konsekkuensi di Ruang Rapat Pontive
Center Lantai 2 dan Ruang Rapat Bidang Statistik lantai 3.

Kegiatan ini menghasilkan daftar informasi publik yang dikecualikan sebanyak 103
DIP dan setelah melalui proses uji konsekuensi oleh Tim yang semula terdapat
sebanyak 197 DIP dan terjadi pengurangan daftar informasi yang dikecualiakan
sebanyak 94 DIP untuk melihat lebih jelas hasil capaian pelaksanaan uji konsekuesi

dilingkungan pmerintah Kota Pontianak

Pelaksanaan Bimtek Klasifikasi Informasi Publik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Kota Pontianak berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan
informasi publik dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan
Teknis (Bimtek) Klasifikasi Informasi Publik di Ruang Pontive Center, Senin
(16/12/2024). Berdasarkan dalam Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) tidak berarti semua informasi dapat secara langsung diberikan atau
diakses masyarakat. Badan publik berkewajiban menyampaikan informasi publik
secara terbuka kepada masyarakat. Namun tidak berarti bahwa semua informasi

dapat secara langsung diberikan atau diakses,.
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Kegiatan ini berkoordinasi dengan komisioner KI Provinsi Kalimantan Barat sebagai
narasumber. Kemudian seluruh peserta merupakan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) pelaksana di lingkungan Pemkot Pontianak. Ia berharap
kesempatan tersebut menambah wawasan secara terperinci terkait informasi
public.

Dari kegiatan ini bertujuan agar dapat bersama memahami dan melaksanakan
amanat yang terkandung terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik. Dan
melalui kegiatan ini juga dapat meningkatkan pelayanan public dan Salah satu poin
utama yang dibahas dalam Rakor dan Bimtek tersebut adalah mekanisme
penetapan informasi yang dapat diakses publik serta tata cara pengajuan keberatan
jika ada sengketa informasi. Diskominfo Kota Pontianak menegaskan pentingnya
kolaborasi antara PPID dengan seluruh unit kerja untuk menciptakan pelayanan

informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

3.2, Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi

Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak nomor 49 Tahun 2018 tentang

pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah

Kota Pontianak, dalam lampiran 2 (dua) yang memuat SOP (Standar Operasional

Prosedur) tentang waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

informasi publik berdasarkan klasifikasi pelayanan sebagai berikut:

d.

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota
Pontianak waktu yang diperlukan dalam memenuhi informasi publik berdasarkan
SOP dari permohonan sampai dengan menerima file dokumen dan informasi data
yang dimohonkan dengan waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana SOP

terlampir.
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3.3.

Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya
permohonan informasi waktu yang diperlukan dalam memenuhi informasi publik
berdasarkan SOP dari penyampaian keberatan atas informasi dengan menerima
file dokumen dan informasi data yang menjadi kebertan yang di mohonkan dan
selesai dengan waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana SOP terlampir
Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dalam penanganan sengketa infromasi publik waktu yang diperlukan dari
pengajuan keberatan sampai dengan upaya penyelesaian Sengketa Informasi
Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan
Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi
dengan waktu 52 (lima puluh dua) hari kerja sebagaimana SOP terlampir.

Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau

Seluruhnya.
Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kota

Pontianak pada semesater pertama tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan

Desember dengan jumlah informasi yang dimohonkan sebanyak 27 permohonan

informasi yang terdiri dari 8 pomohon secara offline dan 19 pemohonan secara Online,

dari keseluruhan permohonan ini dapat dikabulkan sesuai dengan permohonan. Untuk

tahun ini tidakan permohonan informasi yang ditolak, untuk melihat perkembangan

perm

intaan informasi yang di kabulkan dapat dilihat pada tebel dibawah ini.

Tabel. 5
Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang di Kabulkan
Semester I s.d. Il Januari s.d Desember 2024

Jumlah Status Permohonan
No Bulan p h Keterangan

€mohon | pixabulkan Ditolak

1 Januari 1 1 - Semester I

2 Februari - - -

3 Maret 3 3 -

4 April 3 3 -

5 Mei 5 5 -

6 Juni 3 3 -
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Jumlah Status Permohonan
No Bulan Pemohon : . Keterangan
Dikabulkan Ditolak
7 Juli 4 4
3 Agustus 5 2 Semester Il
9 September 1 1
10 Oktober
11 November 4 4
12 Desember 1 1
Jumlah 27 27 -

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.

Berdasarkan tabel regiter permintaan informasi publik tahun 2024 periode
semester pertama tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak sebagaimana

tergambar pada tabel 5 di atas.
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BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna
informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi
berdasarkan perundang-undangan, sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi
Informasi sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa
informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan
tanggapan atasan pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID). Untuk
periode di semester Pertama dan Kedua ini tidak terdapat sengketa informasi di

Kota Pontianak.

Laporan PPID Diskominfo Kota Pontianak | 17



BABV

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota Pontianak

tahun 2024 untuk semester pertama Januari s.d. Desember masih banyak terdapat kendala

baik eksternal dan maupun kendala internal, untuk melihat kendala tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

5.1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi dan

dokumentasi (PPID) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di
Kota Pontianak tahun 2024 masih minimnya anggaran yang menjadi kendala dalam
pengeloaan PPID secara maksimal.

Pemahaman masyarakat yang masih rendah karena masih banyak yang belum
memanfatkan website PPID Kota Pontianak untuk memperoleh informasi dan
dokumentasi, hal ini terbukti dalam laporan tahunan dimana jumlah pemohon
infomasi masih terlalu sedikit dibandingkan dengan informasi yang dimohonkan

langsung kepada OPD.

5.2. Kendala Internal

Dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota

Pontianak tahun 2024 di semester pertana dengan kendala internal masih mejadi hal

yang perlu untuk terus di tingkatkan dan diperbaiki guna mencapai visi dan misi

pelayanann PPID di Kota Pontianak, untuk melihat kendala internal PPID dapat

diuraikan sebagai berikut:

Sumber daya aparatur (SDA) dalam pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi (PPID) tim pelaksana di OPD kurang proaktif dalam penyampaian
informasi melalui website PPID kepada masyarakat.

Sumber daya aparatur (SDA) yang mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi
(PPID) utama, belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan pelayanan informasi
dan dokumentasi (PPID) sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan secara

berkala.
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Anggaran dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota
Pontianak setiap tahunnya mengalami pengurangan akibat adanya kebijakan
refocusing dari pemerintah daerah, sehingga pembiayaan dalam mendukung
pelaksanaan PPID tidak berjalan secara maksimal.

Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi (PPID) di Kota Pontianak tahun 2024, masih kurang mendukung
seperti peralatan komputer, tempat pelayanan di OPD serta website yang belum di

tingkatkan.
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BAB VI

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFOMASI PUBLIK

Peningkatan kualitas layanan informasi publik terus ditingkatkan agar dapat

berkembang sesuai dengan visi dan misi pelayanan infomasi dan dokumentasi yang telah

ditetapkan, upaya untuk peningkatan kualitas informasi publik dapat diuraikan sebagai

beikut:

6.1 Rekomendasi

Dalam upaya peningkatan kualitas informasi publik dapat direkomendasikan

sebagai berikut:

Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas pengelola PPID utama dan pelaksana di OPD
melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi dan Komisi Informasi.
Anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi (PPID) terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan atau perencanaan
kegiatan.

Sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi (PPID) pada aplikasi berbasis website perlu ditingkatkan terutama
pada konten - konten informasi guna memudahakan masyarakat dalam mengakses
informasi yang disampaikan.

Perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang website PPID Kota
Pontianak melalui sosialisasi dengan diseminasi informasi melalui media elektronik

dan media sosial secara berkala.

6.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di

Kota Pontianak masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki terutama pada ruang

pelyanan informasi secara langsung atau secara online melalui website PPID Kota

Pontianak, untuk melihat rencana tindak lanjut tahun 2024 dapat diuraikan sebagai

berikut:

Melaksanakan workshop penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID)

tindak lanjut penguatan daftar informasi publik (DIP) di OPD Pemerintah Kota

Pontianak.
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- Monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara
langsung dilingkungan pemerintah Kota Pontianak.
- Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan oleh Perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- Menyusun rencana kerja dan menyusun laporan PPID Kota Pontianak di semester II
dan tahunan.
Dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota
Pontianak tidak terlepas dari terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan
akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku.

Demikian laporan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di
Kota Pontianak periode Januari s.d. September tahun 2024, disampiakan sebagai bahan
laporan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Bidang Informasi dan

Komunikasi Publik Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Kota Pontianak
Pembina

Wali Kota
Wakil Wali Kota

Pengarah Tim Pertimbangan
Selaku Atasan PPID Pejabat Eselon Il.b. Setda
Sektretaris Daerah Kota, Pimpinan Perangkat

Daerah

PPID Utama Kepala Dinas
Informasi dan Komunikasi

PPID Pembantu
Pejabat Perangkat
Daerah
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
| .dl | |
Bidang PQBI j:lg\on Bidang Bidang
Pef\dukung D:?C i Pelayor.mn Fasilitasi
Sekretariat Klasifikass Informasi duIT Sengketa
PLID . Dokumentasi Informasi
Informasi
| | | ] |
Pejabat Fungsional
| | |
Petugas Pelayan Petugas Pengolah
Informasi dan data dan
Dokumentasi klasifikasi
informasi
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PETA LINTAS FUNGSI (PROSES BISNIS)

Program : Informasi dan Komunikasi Publik
PNK-03.07 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
PROSES UTAMA
o) Menerima memverfias
=2 permohononan ve X
. " ; formulirinformasi
= informasi data baik ats vam NN
E secara langsung dimohonyka"gdan Menerima file dokumen dan
atau online melalui ! < informasi datayangdi
! d kan k
g MULAI website PPID ;,S:‘;’;p:e'tagaf mohonkan, selanjutnya SELESAI
DiskominfoKota Operator PPID permohonan telah di tangapi
2] " ° untuk di tindak dan sudahselesai
< disampaikan kepada
= PP D Ut ma lanjuti kepada PPID
= Pembantu
[a)]
=
<
5 Menerima formulir
= permohonan
< o informasi dan
24 mempersiapkan
5 dokumen informasi
o
3] data yangdi
E = mohonkan, untuk
2 selanjutnya
= disampaikan ke pada
d PPID Utama
7]
Menerima file
o]
E Menerima file dokumen dan
= dokumendan informasi data
= informasi datayang yang di
g di mohonkan, mohonkan,
n selanjutnya selanjutnya
2 disampaikan ke pada disampaikan ke
E pada Pemohon
A Informasi dan
=
<<
4]
]
E Melakukan
coordinasi terkait
~ jus) koordi i terkai
<3} é penyampaian
A m laporan Pelayanan
5 E PPID di OPD secara
~ Ofline/langsung
=) Oleh OPD
=)
=
%2}
PROSES PENDUKUNG
Kesekretariat Tata Kelola
esekretariatan N
X o Pemerintah Informasi dan
Informa§| dgn Statistik Sektoral Bebasis Elektronik Komunikasi Publik
Komunikasi dan telematika
Umumdan || perencanaan || Aneiie Sl ] Pengumpuandan saranadan ersandiaandan || Pengemban prengelola hengelot
’ ebijakan dan nformasidan
AparturASN || dan Keuangan | “sitistiksektoral || statistiksektoral PrasaranTik Keamanan Sitem Aplikasi Kemitraan Media | | Kemitraan Media
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DATA REGISTER PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SECARA ONLINE WEBSITE PPID dam OFFLINE LANGSUNG PELAYANAN

BADAN PUBLIKSEMESTER | JANUARI S.D. JUNI TAHUN 2024
Nama Upload Tanggal Rincian Permintaan Tuj_uan Jlandod! Keterangan Balasan Melalui E- Jenis
No No Permintaan Eermhe File KTP NIK Alamat Email Telepon OPD Permintaan o —" Permintaan Balasan - Pelayanan
Informasi Informasi Informasi
1 - Argi Syandana FALSE -|Jl. Paris 2 082158870023 Diskominfo 30-Jan-2024 Laporan yang masuk, Untuk 30/01/2023 Permintaan informasi diberikan Offline
Hand Kota diproses dan penyusunan berupa hardcopy yang dipinjam (langsung)
Pontianak diselesaikan proposal selama 3 hari.
skripsi
2 - Ajeng FALSE -|Jl. Tanjung Harapan Gg. ajengramayantil@ | 083839017983 Diskominfo 6-Mar-2024 Laporan jumlah Penelitian 6-Mar-2024 Permintaan informasi diberikan Offline
Ramayanti Dusun Maya gmail.com Kota permitnaan informasi laporan berupa hardcopy laporan PPID (langsung)
Pontianak publik di kota pontianak |akhir/skripsi tahun 2020, 2021 selama 2
tahun 2019, 2020, 2021, |pada latar minggu
2022, 2023 belakang
3 - Rizqii FALSE -|JI. Danau Sentarum Komp. |rizgiiramadhan10 |089510657397 Diskominfo 13/03/2024 Data Jumlah laporan Penelitian 13/03/2024 Offline
Ramadhan Al Sentarum Mandiri Il @gmail.com Kota masyarakat pada laporan akhir (langsung)
Mubarak Pontianak aplikasi lapor tahun 2019-
2023,
peraturan/pedoman/SOP
/ terkait aplikasi SP4N-
LAPOR
4 - Egi Rizaldi FALSE -|JI. Danau Sentarum Komp. |egirizaldill@gmail |08979211737 | Diskominfo 13/03/2024 Data mengenai aplikasi |Penelitian 13/03/2024 Offline
Sentarum Mandiri Il .com Kota jepin, data faktor laporan akhir (langsung)
Pontianak pendukung dan
penghambat aplikasi
jepin, data hasil evaluasi
aplikasi jepin, data hasil
inovasi jepin
5 202.404.040.001 (Wella Hardilia TRUE |6103104304010004 Komplek Famili Indah No.6, |wellahardiliaa@g | 82158339911 |DINAS 4 April 2024|Jumlah kunjungan Sebagai data 05 April 2024 (Halo , No Permintaan anda : Online (Web
Jalan Sungai Raya Dalam, |mail.com KEPEMUDAA wisatawan di Monumen |pendukung 202404040002 Sudah kami terima, PPID)
Pontianak Tenggara, Kota N, Tugu Khatulistiwva pada |dalam harap cek email Anda secara
Pontianak, Kalimantan OLAHRAGA 5 tahun terakhir penelitian berkala untuk mengetahui
Barat, 78124 DAN skirpsi informasi selanjutnya dari kami.
PARIW ISATA Terima Kasih
TIM PPID KOTA PONTIANAK
18 April 2024 |“Halo, Wella.Berikut kami

lampirkan permintaan data dari
kamu mengenai jumlah kunjungan
wisatawan di Monumen Tugu
Khatulistiwa dalam kurun waktu 5
tahun terakhir.Semoga bermanfaat
ya. Mohon dapat diisi juga
kuisioner pelayanan informasi
pada link di bawah ini agar kami
tetap semangat memberikan
pelayanan kepada kamu.

https://bit.ly/KuisionerPP1D2024

Terima Kasih.Tim PPID Kota
Pontianak”
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202.404.040.002 |Wella Hardilia TRUE | 6103104304010004 Komplek Famili Indah No.6, |wellahardiliaa@g 82158339911 | DINAS 4 April 2024(Jumlah kunjungan Sebagai data 18 April 2024 |"Halo, Wella.Berikut kami Online (Web

Jalan Sungai Raya Dalam, |mail.com KEPEMUDAA wisatawan di Monumen |pendukung lampirkan permintaan data dari PPID)
Pontianak Tenggara, Kota N, Tugu Khatulistiwva pada |dalam kamu mengenai jumlah kunjungan
Pontianak, Kalimantan OLAHRAGA 5 tahun terakhir penelitian wisatawan di Monumen Tugu
Barat, 78124 DAN skirpsi Khatulistiwa dalam kurun waktu 5

PARIW ISATA tahun terakhir.Semoga bermanfaat

ya. Mohon dapat diisi juga
kuisioner pelayanan informasi
pada link di bawah ini agar kami
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Tanggal

Tujuan

Tanggal

No No Permintaan Nan;a leload NIK Alamat Email Telepon OPD Permintaan Rlnmanf Permlptaan Permintaan Balasan SECEIED Bala_fan e (= i]enls
Pemohon File KTP (e Infromasi (A (AT mai Pelayanan
7 - Ajeng FALSE JI. Tanjung Harapan Gg. ajengramayantil@ |083839017983 Diskominfo 28-Apr-2024 Laporan jumlah Penelitian 28/04/2024 Wawancara langsung terkait ppid |Offline
Ramayanti Dusun Maya gmail.com Kota permitnaan informasi laporan (langsung)
Pontianak publik di kota pontianak |akhir/skripsi
tahun 2019, 2020, 2021, |pada latar
2022, 2023 belakang
8 202.405.080.001 |Rizqii TRUE |[6172040412020003 JI. Ratu Sepudak, kel, rizgiiramadhan10 |089510657347 DINAS 8 May 2024 (1. Data pengguna Penyusunan (8 Mei 2024 Pemohon Informasi mengambil Online (Web
Ramadhan Al Sungai Garam Hilir, Kec. @gmail.com KOMUNIKASI layanan internal dan Laporan Akhir langsung PPID)
Mubarak Singkawang Utara, Kota INFORMATIK eksternal Teman Disko [Mahasiswa
Singkawang A tahun 2023-2024 2.
Rencana aksi
pelaksanaan SPBE serta
peta rencana SPBE
Diskominfo Kota
Pontianak 3. Data
pendukung lainnya
mengenai Teman Disko
9 202.405.080.002 |Egi Rizaldi TRUE |6171031101030005 Jalan Danau Sentarum egiirizaldill@gmai | 08979211737 | DINAS 13 Mei 2024 Data Laporan Insight Penyusunan (13 Mei 2024 Pemohon Informasi mengambil Online (Web
l.com KOMUNIKASI Pertahun dari Tahun Laporan Akhir langsung PPID)
INFORMATIK 2022-2023 Data
A Rekapan Planning
Publikasi Konten
10 202.405.130.001 |Aprillia Anggi Le| TRUE [6108015304030003JI. Imbon, gang i1031211062@stu (089526272227 DINAS 13 Mei 2024 Selamat malam Pak/Bu |Untuk data 20 Mei 2024 Halo Aprillia, Online (Web
Kusumuwijaya, Pontianak [dent.untan.ac.id KESEHATAN izin bertanya terkait web [dalam Kebetulan untuk data yang kamu [PPID)
yang saya baca penelitian butuhkan menjadi wewenang
mengenai "STUNTING DI |skripsi tugas Dinas Pengendalian Penduduk
PONTIANAK TIMUR" akhir saya dan Keluarga Berencana,
yang di publikasi oleh Pemberdayaan Perempuan dan
pemkot tersebut terdapat Perlindungan Anak Kota
7 kelurahan, saya izin Pontianak. Sudah kami teruskan
ingin meminta data nya ke Dinas terkait, dan diharapkan
dari 7 kelurahan tersebut kamu dapat langsung ke
dan kenapa DP2KBP3A untuk mengambil data
diprioritaskan di tersebut.
kelurahan saigon. Demikian informasinya.
Mohon bantuannya
terima kasih.
11 202.405.200.001 (Verly Eka TRUE |6171056712020009JI. HM. Suwignyo Gg. verlyveel2@gmail. [08215506130€ Dinas 20 Mei 2024 sop strategi dalam untuk 20 Mei 2024 Pemohon Informasi mengambil Online (Web
Dhamayanti Kurnia Indah No. 4B com Kepemudaan pengelolaan tugu keperluan langsung PPID)
Olahraga dan khatulistiwa pontianak penyusunan
Pariwisata Laporan Akhir
12 - Argi Syandana FALSE - JI. Paris 2 082158870023 Diskominfo 28 Mei 2024 1. Data daftar jumlah Penelitian 28 Mei 2024 Mengambil langsung Offline
Hand Kota pelapor di Kota skripsi (langsung)
Pontianak Pontianak melalui

program layanan

asFirasi dan pengaduan
online rakyat (lapor!)
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Tanggal N . Tujuan Tanggal . .
No No Permintaan P Nan;a ;Ipli%l'(:’ NIK Alamat Email Telepon OPD Permintaan Rmcnlalr:( Permufntaan Permintaan Balasan SECEIED Bala_slan el (= P i]ems
oy = Informasi WO Informasi Informasi ma CEVEIEN
ilE 202.405.300.001 |SINTA CARRISA| TRUE |617103700902000€|JI. Komyos Sudarso GG. staac20@gmail.co |082159725405 Dinas 1. Data target RTP di Untuk 11 Juni 2024 Halo Sinta, Online (Web
Saptamarga 7, Sei Beliung, |m Permukiman kota Pontianak 2. Lokasi |memenuhi Berikut data yang kamu mohonkan |PPID)
Pontianak Barat, Kota dan sasaran program data proposal terkait KOTAKU. Mohon membalas
Pontianak Perumahan KOTAKU di Kota penelitian email ini jika kamu sudah
Rakyat Pontianak 3. Data menerima informasi yang kamu
realisasi program butuhkan.
KOTAKU Di kota Semoga bermanfaat ya. Mohon
Pontianak 4. SOP dapat diisi juga kuisioner
Program KOTAKU di pelayanan informasi pada link di
Kota Pontianak bawah ini agar kami tetap
semangat memberikan pelayanan
kepada
kamu.https://bit.ly/KuisionerPPID2
024
Terima Kasih.
14 202.406.130.001 |Verly Eka TRUE [6171056712020009(JI. HM. Suwignyo Gg. verlyveel2@gmail. | 82155061306 Disporapar 13 Juni 2024 Peraturan yang untuk 13 Juni 2024 Halo Verly, Online (Web
Dhamayanti Kurnia Indah No. 4B com mengatur tentang keperluan Pesan kamu sudah kami PPID)
pengelolaan tugu Laporan Akhir sampaikan ke Dinas terkait,
khatulistiwa (pergub, mohon dapat menunggu
perwali, dan sejenisnya) informasinya.Terima Kasih.
Tim PPID Kota Pontianak
20 Juni 2024 Halo Verly,
Berikut data terkait PERATURAN
WALIKOTA PONTIANAK NOMOR
128 TAHUN 2021 yang mengatur
tentang Tugu Khatulistiwa.
Untuk data dari Bappeda, mohon
untuk menunggu informasi dari
dinas terkait. Terima Kasih.
Tim PPID Kota Pontianak
15 202.406.130.002 |Verly Eka Dham| TRUE |[6171056712020009JI. HM. Suwignyo Gg. verlyveel2@gmail. | 82155061306| Bappeda 13 Juni 2024 master plan tugu untuk 13 Juni 2024 Halo , No Permintaan anda : Online (Web
Kurnia Indah No. 4B com khatulistiwa keperluan 202406130001 Sudah kami terima, |PPID)
Laporan Akhir harap cek email Anda secara
berkala untuk mengetahui
informasi selanjutnya dari kami.
Terima Kasih
KETERANGAN:
Triwulan | Januari s.d. Maret
Triwulan Il April s.d. Juni
Pontianak Juli 2024

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Publik

Kota Pontianak

Vivi Salmiarni, S.Sos.,M.A.P
Penata Tingkat I
NIP. 19791109 200212 2 006

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
Sub Koordinator Pelayanan Informasi Dan

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

T

M. Suryadin, SE., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19730516 200801 1 012
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DATA REGISTER PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SECARA ONLINE WEBSITE PPID dam OFFLINE LANGSUNG PELAYANAN
BADAN PUBLIKSEMESTER Il JULI

S.D. SEPTEMBER TAHUN 2024

Nama Tanggal Rincian Permintaan Tujuan Tanggal
No [No Permintaan Upload File KTP NIK Alamat Email Telepon OPD Permintaan . Permintaan Balasan Keterangan Balasan Melalui E-mail
Pemohon ) Infromasi ) .
Informasi Informasi Informasi
1 - Vanesa Putri TRUE 6171025803060007| jl.pemda, komp.graha vaneshaputrip [085845222204|Disdukcapil |5 Juli 2024 Mengubah status pelajar |Untuk 9 Juli 2024 Selamat Sore, Ibu Vanesha Putri.
zaujati 1,blok.g9 ontianak2006 Kota menjadi menganggur mendaftar Untuk permintaan informasi yang Ibu sampaikan
@gmail.com Pontianak prakerja terkait perubahan status pada Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang Ibu miliki, berikut informasi
yang dapat kami sampaikan :
1. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, tidak terdapat status
pekerjaan "menganggur" atau "pengangguran”
sehingga status yang benar adalah "belum/tidak
bekerja".
2. Untuk KTP yang Ibu miliki, sudah benar bahwa
status adalah "belum/tidak bekerja" jika memang
posisi Ibu sedang belum/tidak bekerja, namun jika
Ibu ingin mengganti/merubah status pekerjaan,
maka Ibu dapat melakukan pendaftaran online di
https://online.disdukcapil.pontianak.go.id/ atau
langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang beralamat di
Kantor Terpadu, JI. Letnan Jendral Sutoyo, Parit
Tokaya, Kec. Pontianak Selatan. Kemudian akan
diarahkan untuk mengisi formulir F1.03
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Apabila informasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi,
mohon sekiranya Ibu dapat mengisi Survey
Kepuasan Layanan PPID Kota Pontianak.
https://bit.ly/KuisionerPP1D2024
Terima Kasih.
Tim PPID Utama Kota Pontianak
2 - Riyoldi FALSE - Yogyakarta riyoldi22001@ |- Diskominfo |8 Juli 2024 Persentase masyarakat |Penelitian 9 Juli 2024 Baik, terima kasih Riyoldi atas pesannya.
mail.unpad.ac Kota yang memiliki akses thesis Permohonan informasi kamu akan segera kami
.id Pontianak internet. proses. Mohon untuk dapat menunggu email dari
Tingkat penggunaan kami.
perangkat digital
(komputer, smartphone,
tablet, dll).
Jenis-jenis aplikasi atau TIM PPID KOTA PONTIANAK
plfltform diqital yang
3 - Ajeng FALSE - JI. Tanjung Harapan Gg. ajengramayan (083839017983 Diskominfo 9 Juli 2024 Terlampir pada lampiran |Penyusunan |9 Juli 2024 Wawancara langsung terkait ppid
Ramaxanti Dusun Maya til@qmiil.co Kota pertanyaan wawancara tuqﬁkhir
4 - Ajeng FALSE - JI. Tanjung Harapan Gg. ajengramayan (083839017983 Diskominfo 23 Juli 2024 Permohonan surat Penyusunan |23 Juli 2024 Permohonan surat himbauan dan file pendukung
Ramayanti Dusun Maya til@gmail.co Kota himbauan dan file tugas akhir kearsipan PPID
m Pontianak pendukung kearsipan
PPID mengambil langsung
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Nama Tanggal Rincian Permintaan Tujuan Tanggal
No |No Permintaan Upload File KTP NIK Alamat Email Telepon OPD Permintaan . Permintaan Balasan Keterangan Balasan Melalui E-mail
Pemohon ) Infromasi . -
Informasi Informasi Informasi
5 202.408.270.001 |Rizqii TRUE 6172040412020003(JI. Danau Sentarum Komp [rizaiiramadha [089510657347(Dinas 19 August 2024|IKM Diskominfo tahun  |Penelitian 19/08/2024 Halo Risqii,
Ramadhan Al Sentarum Mandiri 2 nl0@gmail.co Komunikasi 2020-2023 Laporan Akhir Permohonan Data kamu sudah kami sampaikan ke
Mubarak( m dan bidang terkait, mohon untuk dapat menunggu
Informatika informasinya, ya.
Terima Kasih,
PPID Utama Pontianak
28/08/2024 Sudah mengambil data melalui website
diskominfo.pontianak.go.id
6 202.408.190.001 |SINTA CARRISA| TRUE 6171037009020006|Gg. Saptamarga 2, staac20@gm |0B2159725405|Dinas PRKP |27/08/2024 Hasil monitoring dan Untuk 27/08/2024 Halo Sinta,
Pontianak Barat ail.com evaluasi program memenuhi Mohon ditunggu ya informasi yang kamu butuhkan,
KOTAKU di Kota data skripsi permintaan kamu sudah kami teruskan ke Dinas
Pontianak terkait.
Terima Kasih!
PPID Kota Pontianak
02/09/2024 Sudah melakukan wawancara langsung ke Dinas
PRKP
7 202.409.240.001 | Air Langgou TRUE 6171042711010011|0L. Parit Pangeran ahggau.sani  [0B95620134 |Sekretariat Sehubungan dengan Untuk 24/09/2024 Halo , No Permintaan anda : 202409240001 Sudah
@gmail.com |272 Daerah Kota diterbitkannya Peraturan |Penelitian kami terima, harap cek email Anda secara berkala
Pontianak Daerah Kota Pontianak |limiah / untuk mengetahui informasi selanjutnya dari kami.
Nomor 2 Tahun 2023 Skripsi Terima Kasih

tentang Pengendalian
dan Pengawasan
Minuman Beralkohol,
saya ingin menanyakan
apakah terdapat
Keputusan Wali Kota
Pontianak yang
dikeluarkan terkait
dengan peraturan daerah
tersebut berkaitan
dengan pembentukan
tim koordinasi yang
ditetapkan dengan
keputusan walikota
berdasarkan pasal 13
ayat 3 pada peraturan
daerah kota pontianak
nomor 2 tahun 2023
tentang pengendalian
dan pengawasan
minuman beralkohol.
Apabila tidak ada, saya
juga ingin mengetahui
apakah terdapat
Keputusan Wali Kota
Pontianak yang
menyangkut
pengendalian atau
pengawasan minuman
beralkohol. Jika ada,
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DATA REGISTER PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SECARA ONLINE WEBSITE PPID dam OFFLINE LANGSUNG PELAYANAN

BADAN PUBLIKSEMESTER Il OKTOBER S.D. DESEMBER TAHUN 2024

Tujuan Penggunaan

Status Informasi

Hari dan Tanggal

No Tanggal Nama Alamat Pekerjaan Informasi yang diminta R Dibawah
Informasi . . . .
Penugasan Pemberitahuan Tertulis Pemberian Informasi
Ya Tidak
6 November 2024 Edy Imanuel JI. Dr. Sutomo, komplek Batara indah 4 |Mahasiswa Nama kepala dan nama staf Alasan permintaan Tidak 30 Desember 2024 30 Desember 2024
bidang tata kelola pemerintahan [sebagai data awal
berbasis elektronik dan untuk usulan
telematika serta NIP penelitian saya yang
diminta oleh dosen
pembimbing saya
13 November 2024 Air Langgou jl. Parit Pangeran Mahasiswa Data izin usaha yang menjual untuk penulisan karya Tidak 30 Desember 2024 30 Desember 2024
minuman beralkohol dan telah ilmiah/skripsi
memenuhi komitmen di Kota
Pontianak
15 November 2024 Dian Putri Utami JL. A. YANI 2, KOMP. CEMPAKA MAS Mahasiswa Data yang diperlukan adalah Tujuan permintaan Tidak 30 Desember 2024 30 Desember 2024
alamat lengkap dari lokasi: 1. Data|informasi ini adalah
Pasar Moderen di Kecamatan untuk penelitian
Pontianak Selatan Tahun 2022- skripsi yang berjudul
2024 (3 Tahun terakhir) 2. Data Analisis Lokasi
Toko Moderen Alfamart di Minimarket di
Kecamatan Pontianak Selatan Kecamatan Pontianak
Tahun 2022-2024 (3 Tahun Selatan. Data tersebut
terakhir) 3. Data Toko Moderen  |akan digunakan
Indomaret di Kecamatan sebagai batasan
Pontianak Selatan Tahun 2022- populasi dalam
2024 (3 Tahun terakhir) penelitian.
18 November 2024  |SINTA CARRISA GG. Saptamarga 2 Mahasiswa Data luas wilayah kumuh Memenubhi data skripsi Tidak 30 Desember 2024 30 Desember 2024
kecamatan Pontianak Tenggara
dari tahun ke tahun
23 Desember 2024 Air Langgou JL. Parit Pangeran Mahasiswa Data Supermarket, Tempat untuk penelitian tugas Tidak 30 Desember 2024 30 Desember 2024
Hiburan Malam, dan Hotel yang  [akhir Skripsi
memiliki SIUP-MB(surat izin
usaha perdagangan minuman
beralkohol) di kecamatan
Pontianak Utara.
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DATA REGISTER PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SECARA OFFLINE WEBSITE PPID dam OFFLINE LANGSUNG PELAYANAN BADAN PUBLIK
JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2024

No Nama Tanggal Rincian Permintaan Tujuan Tanggal
No . Upload File KTP NIK Alamat Email Telepon OPD Permintaan . Permintaan Balasan Keterangan Balasan
Permintaan Pemohon . Infromasi . .
Informasi Informasi Informasi
A Svand Diskominfo Laporan yang masuk, Untuk 30/01/2023 Permldn.tgap mfomlwa5| dlbr?rlkan berupa hardcopy
1 - 19l Syandana FALSE JI. Paris 2 082158870023 |Kota 30-Jan-2024  |diproses dan penyusunan yang dipinjam selama 3 hari.
Hand . . . proposal
Pontianak diselesaikan N
skripsi
. » 6-Mar-2024 Permintaan informasi diberikan berupa hardcopy
) . . Laporan Jumlah ) Penelitian laporan PPID tahun 2020, 2021 selama 2 minggu
Ajen 1. Taniung Harapan G ajengramayan Diskominfo permitnaan informasi laporan
2 . RJa mg ani FALSE DﬁsunJM: . PaN B0 i @gmail.co |083839017983 |Kota 6-Mar-2024  |publik di kota pontianak |akhir/skripsi
Y Y m Pontianak tahun 2019, 2020, 2021, |pada latar
2022, 2023 belakang
Data Jumian laporan 13/03/2024
masyarakat pada
Rizqii rizgiiramadha Diskominfo aplikasi lapor tahun 2019 -
I. D it K X P lit
3 : Ramadhan Al FALSE JI. Danau Sentarum Komp. |\ 6 il co|089510657397 |Kota 13/03/2024  |2023, enelitian
Sentarum Mandiri Il R laporan akhir
Mubarak m Pontianak peraturan/pedoman/SOP
/ terkait aplikasi SP4N-
LAPOR
13/03/2024
Data mengenai aplikasi
jepin, data faktor
- " Diskominfo pendukung dan .
. . JI. Danau Sentarum Komp. |egirizaldill I Penelitian
4 - Egi Rizaldi FALSE - P |e9 " @ 08979211737  [Kota 13/03/2024 penghambat aplikasi .
Sentarum Mandiri Il gmail.com R -~ . . |laporan akhir
Pontianak jepin, data hasil evaluasi
aplikasi jepin, data hasil
inovasi jepin
Laporan jumlah Penelitian 28/04/2024 Wawancara langsung terkait ppid
. . ajengramayan Diskominfo permitnaan informasi laporan
5 . er:ga - FALSE g‘ STa:“h’A”;’ :a'a"a” G9  |i1@gmail.co 083839017983 |Kota 28-Apr-2024  |publik di kota pontianak |akhir/skripsi
yantl usu Y m Pontianak tahun 2019, 2020, 2021, [pada latar
2022, 2023 belakang
1. Data daftar jumlah 28 Mei 2024 Mengambil langsung
pelapor di Kota
Pontianak melalui
program layanan
aspirasi dan pengaduan
online rakyat (lapor!)
tahun 2020-2024/terbaru
2. data indeks kepuasan
masyarakat dinas
komunikasi dan
Argi Syandana Diskominfo informatika kota Penelitian
6 - 9l Sy FALSE J. Paris 2 082158870023 |Kota 28 Mei 2024 |pontianak tahun 2023 e
Hand . S skripsi
Pontianak 3. struktur organisasi

diskominfo terbaru

4. daftar jumlah pegawai
dinas kominfo serta
jabatan dan pendidikan
terakhir

5. daftar sarana dan
prasarana diskominfo
yang mendukung
kegiatan pelayanan

melalui proaram lavanan
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No Nama Tanggal Rincian Permintaan Tujuan Tanggal
No X Upload File KTP NIK Alamat Email Telepon OPD Permintaan . Permintaan Balasan Keterangan Balasan
Permintaan Pemohon . Infromasi . .
Informasi Informasi Informasi
SETEITE SOt 1O v aTTES T P
Untuk permintaan informasi yang Ibu sampaikan
terkait perubahan status pada Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang Ibu miliki, berikut informasi
yang dapat kami sampaikan :
1. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, tidak terdapat status
pekerjaan "menganggur” atau "pengangguran”
sehingga status yang benar adalah "belum/tidak
bekerja".
2. Untuk KTP yang Ibu miliki, sudah benar bahwa
status adalah "belum/tidak bekerja" jika memang
jl.pemda, komp.graha vaneshaputrip Disdukcapil Mengubah status pelajar Untuk 9 Juli 2024 szs:rs1lg:2un?::;fnﬁ?k;ﬁl;iikslt):tl:les”;él?earrjr;::Jlka
7 - Vanesa Putri TRUE 6171025803060007 D ontianak2006 |085845222204 |Kota 5 Juli 2024 - mendaftar L
zaujati 1,blok.g9 R . menjadi menganggur X maka Ibu dapat melakukan pendaftaran online di
@gmail.com Pontianak prakerja X . . R .
https://online.disdukcapil.pontianak.go.id/ atau
langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang beralamat di
Kantor Terpadu, JI. Letnan Jendral Sutoyo, Parit
Tokaya, Kec. Pontianak Selatan. Kemudian akan
diarahkan untuk mengisi formulir F1.03
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Apabila informasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi,
mohon sekiranya Ibu dapat mengisi Survey
Kepuasan Layanan PPID Kota Pontianak.
https://bit.ly/KuisionerPP1D2024
Persentase masyarakat Baik, terima kasih Riyoldi atas pesannya.
yang memiliki akses Permohonan informasi kamu akan segera kami
internet. proses. Mohon untuk dapat menunggu email dari
Tingkat penggunaan 9 Juli 2024 kami.
perangkat digital
(komputer, smartphone,
tablet, dll).
Jenis-jenis aplikasi atau TIM PPID KOTA PONTIANAK
riyoldi22001@ Diskominfo platform digital yang "
8 - Riyoldi FALSE - Yogyakarta mail.unpad.ac |- Kota 8 Juli 2024 paling sering digunakan Penglman
id Pontianak oleh masyarakat. thesis
Program-program
pemerintah yang telah
dijalankan untuk
meningkatkan literasi
digital masyarakat.
Statistik mengenai
pelatihan atau kegiatan
edukasi digital yang
telah diadakan.
9 R Ajeng ) FALSE R JI. Tanjung Harapan Gg. a_jengramgyan 083839017983 Diskominfo 9 Juli 2024 Terlampir pada lampiran Penyusun_an 9 Juli 2024 Wawancara langsung terkait ppid
Ramayanti Dusun Maya til@gmail.co Kota pertanyaan wawancara__[tugas akhir
Permohonan surat himbauan dan file pendukung
. . ajengramayan Diskominfo P.ermohonan surat . kearsipan PPID
10 R Ajeng ) FALSE R JI. Tanjung Harapan Gg. til@gmail.co |083839017983 |Kota 23 Juli 2024 himbauan dan ﬁlg Penyusun_an 23 Juli 2024
Ramayanti Dusun Maya . pendukung kearsipan tugas akhir .
m Pontianak mengambil langsung

PPID
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KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 126/DKI/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

a. bahwa  untuk  tersedianya  informasi yang  dapat

dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang
lengkap, akurat dan faktual dari semua Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak Tahun 2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), Sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 640);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
157);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2009 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 218);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12);
Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota
Pontianak Tahun 2018 Nomor 49);

Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita
Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 67);

Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun
2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Daerah ini.

Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama di Lingkungan Pemerintah Kota  Pontianak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Daerah ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan honorarium.

Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada
sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di
Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA

PONTIANAK

NOMOR 126/DKI/TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

PONTIANAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

KEDUDUKAN
NO NAMA/JABATAN DALAM TIM
1. | Sekretaris Daerah Kota Pontianak Pengarah
9 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Penanggungjawab
' Pontianak
3. | Inspektorat Kota Pontianak Ketua
4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wakil Ketua
5 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretaris
] Kota Pontianak
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Anggota
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pontianak
~ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Anggota
" | Pontianak
8. | Kepala Bidang Statistik Sektoral Anggota
Henny Irawary, S. Kom, Pranata Hubungan Anggota
9. Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak
M. Suryadin SE, MM Pranata Hubungan Anggota
10. | Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak
11 Sunita Saputri, SH. Analis Hukum Sekretariat Anggota
" | Daerah Kota Pontianak
12 Hj. Jumiati, SE, ME, Statistisi Dinas Komunikasi Anggota
" | dan Informatika Kota Pontianak
13 Abang Yogi Pratama, S. Stat Dinas Komunikasi Anggota
" | dan Informatika Kota Pontianak
14. | Ully Apriayani, SE Anggota
15. | Afrizal, S.AP Anggota
16. | Aris Munandar, S.Si Anggota
17. | Ery Radeansyah, A.Md Anggota




KEDUDUKAN

NO NAMA /JABATAN DALAM TIM

18. | Dedeh Mustofa Ramadhan, S.Kom Anggota

19. | Fitri Fidyasari, S.I.Kom Anggota

20. | Febi Resiana, ST Anggota
SEKR

TA PONTIANAK,




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KOTA PONTIANAK

NOMOR /DKI/TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN
2024

URAIAN TUGAS TIM

NO

JABATAN DALAM TIM

URAIAN TUGAS

Pengarah

. melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pengelolaan pelayanan informasi
dan dokumentasi di Kota Pontianak; dan

. melakukan evaluasi dan monitoring atas

pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi yang
dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi
Daerah Pembantu.

Penanggungjawab

. membentuk tim  fasilitasi penanganan

sengketa informasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota; dan

. melaksanakan pengelolaan pelayanan

informasi dan dokumentasi di Kota
Pontianak.

Ketua

. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu Perangkat
Daerah; dan

. melaksanakan monitoring dan evaluasi

pengelolaan  pelayanan  informasi dan
dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Perangkat
Daerah.

Wakil Ketua

. melakukan verifikasi bahan informasi dan

dokumentasi publik; dan

. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat

kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan
kebutuhan.




Sekretaris

. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi

Daerah Pembantu dan/atau Pejabat Fung-
sional untuk mengumpulkan, mengelola, dan
memelihara informasi dan dokumentasi;

. menyusun dan melaksanakan kebijakan

informasi dan dokumentasi; dan

. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan

informasi dan dokumentasi.

Anggota

. menyimpan, mendokumentasikan,

menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;

. melakukan pemutakhiran informasi dan

dokumentasi;

. menyediakan informasi dan dokumentasi

untuk diakses oleh masyarakat;

. melakukan uji konsekuensi atas informasi

dan dokumentasi yang dikecualikan; dan

. mengesahkan informasi dan dokumentasi

yang layak untuk dipublikasikan.

——
— —_—




KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 117 /DKI/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

a. bahwa tersedianya informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang
lengkap, akurat dan faktual dari semua Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
157);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9.

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2009 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Kota Pontianak Tahun 2023

Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor

218);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12);
Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota
Pontianak Tahun 2018 Nomor 49);

13.Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Standar

14.

Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita
Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 67);

Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

a. sebagai Produsen Data dalam penyusunan, pengumpulan
dan/atau pengolahan data;

b. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, menyimpan, mendokumentasikan dan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

melakukan verifikasi terhadap data, informasi publik dan
pengaduan;

c. pengelola publikasi dan pelayanan informasi dikoordinir
oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi  dan Informatika berkaitan dengan
Dokumentasi dan Pengendalian;

d. pengelola data dikoordinir oleh Bidang Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan data
dan informasi; dan

e. pengelola pengaduan dan penyelesaian sengketa
dikoordinir oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan
pengaduan.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan honorarium.

Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun
Anggaran 2024, pada sub kegiatan Penguatan Tata Kelola
Komisi Informai di Daerah pada Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 02 Januari 2024




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 117/ DKI / TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

SEKRETARIS
NO NAMA PERANGKAT PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA PUBLIKASI DAN PENGELOLA PENGADUAN PENGELOLA DATA
‘ DAERAH PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN PENYELESAIAN
INFORMASI DAERAH
1 Sekretariat Daerah Kota | Kepala Bagian Umum Arma Suryani Jemi Ibrahim, A.Md Dewi Silvia Sintani Ubbe, S.IP,
Pontianak Sekretariat Daerah Kota | NIP. 197505071994032003 NIP. 197609011997031003 M.Si
Pontianak NIP. 19840104 200903 2 005
2 Sekretariat DPRD Kota Kepala Bagian Umum Isya Irfan Sofian, S.Kom, M.E Isya Irfan Sofian, S.Kom, M.E | Zuliansyah, S.Kom
Pontianak Sekretariat DPRD Kota NIP. 19861105 201101 1 015 NIP. 19861105 201101 1 015 | NIP. 19810709 201001 1 014
Pontianak
3 Inspektorat Kota Sekretaris Inspektur Achmad Fahrurazi Achmad Fahrurazi Achmad Fahrurazi
Pontianak Kota Pontianak NIP. 19701122 200312 1 001 NIP. 19701122 200312 1 001 | NIP. 19701122 200312 1 001
4 Badan Perencanaan Sekretaris Badan Dera Oktri Windiarti, S.STP., Merlin Purwantin, S.Sos M. Azhar, A.Md
Pembangunan Daerah Perencanaan M.Si NIP. 19780821 200701 2 005 | NIP. 19760104 200801 1 009
Kota Pontianak Pembangunan Daerah NIP. 19861008 200412 2 002
Kota Pontianak
S Badan Keuangan dan Sekretaris Badan M. Mauludin Rahel, A.Md M. Mauludin
Aset Daerah Kota Keuangan dan Aset NIP. 19700529 200501 1 003 NIP. 19820701 201101 1 003 | NIP. 19700529 200501 1 003
Pontianak Daerah Kota Pontianak
6 Badan Pendapatan Sekretaris Badan Supriyadi, S.M Supriyadi, S.M Supriyadi, S.M
Daerah Kota Pontianak Pendapatan Daerah NIP. 19820620 201001 1 006 NIP. 19820620 201001 1 006 | NIP. 19820620 201001 1 006
Kota Pontianak
7 Badan Kepegawaian dan | Sekretaris Badan Slamet Supadio, A.Md Slamet Supadio, A.Md Slamet Supadio, A.Md

Pengembangan Sumber

Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber

NIP. 197212 199603 1 003

NIP. 197212 199603 1 003

NIP. 197212 199603 1 003



http://m.si/

NAMA PERANGKAT

SEKRETARIS
PELAKSANA PEJABAT

PENGELOLA PUBLIKASI DAN

PENGELOLA PENGADUAN

NO. DAERAH PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN PENYELESAIAN PENGELOLA DATA
INFORMASI DAERAH
Daya Manusia Kota Daya Manusia Kota
Pontianak Pontianak
8 Badan Penanggulangan | Kepala Sekretariat Hilarius Roshary Budi Sulistiono, ST Hilarius Roshary
Bencana Daerah Kota Badan Penanggulangan | NIP. 19800114 200701 1 008 NIP. 19711102 199803 1 003 | NIP. 19800114 200701 1 008
Pontianak Bencana Daerah Kota
Pontianak
9 Badan Kesatuan Sekretaris Badan Putri Risda Nurmala Hendy Soegyanto, S.Sos Misbah Sumantri, S.Kom,
Bangsa, Sosial dan Kesatuan Bangsa, NIP. 19851016 200502 2 003 NIP. 19740626 199903 1 008 | M.AP
Politik Kota Pontianak Sosial dan Politik Kota NIP. 19751009 200803 1 001
Pontianak
10 | Satuan Polisi Pamong Sekretaris Satuan Polisi | Yuniarti, S.IP Syarifah Welly, S.H, M.Si Harry Rahmatulhadi, S.IP
Praja Kota Pontianak Pamong Praja Kota NIP. 19700608 199303 2 010 NIP. 19700502 200212 2 009 | NIP. 19911029 202012 1 007
Pontianak
11 | Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Syarif M. Faisal Zulfikar Amrullah, S.ST Zuhdi Ramadhan, A.Md
Kebudayaan Kota Pendidikan dan NIP. 19830815 201408 1 002 NIP. 19850727 201001 1 004 | NIP. 19691121 201408 1 001
Pontianak Kebudayaan Kota
Pontianak
12 | Dinas Kepemudaan Sekretaris Dinas Rina Februanti, SE Fitriadi Suryvansyah, S.Sos Misyum, S.Sos
Olahraga dan Pariwisata | Kepemudaan Olahraga NIP. 19750226 200701 2 009 NIP. 19691213 199603 1 001 | NIP. 19840417 201101 2 001
Kota Pontianak dan Pariwisata Kota
Pontianak
13 | Dinas Kesehatan Kota Sekretaris Dinas Rio Mustika, S.KM Dewi Windya Fitri A.Md.Keb Rio Mustika, S.KM
Pontianak Kesehatan Kota NIP. 19811014 201001 1 005 NIP. 19780515 200801 2 019 | NIP. 19811014 201001 1 005
Pontianak
13.1 | Unit Pelaksana Teknis Sekretaris UPTD RSUD Maulana Yusuf, S.Kom Syarifah Fitri Asih Livia, SE Sri Fitri Sari, SKM

Dinas RSUD Sultan

Sultan Syarif
Mohammad Alkadrie

NIP. 19810702 201001 1 003

NIP. -

NIP. 19930326 202012 2 010




NAMA PERANGKAT

SEKRETARIS
PELAKSANA PEJABAT

PENGELOLA PUBLIKASI DAN

PENGELOLA PENGADUAN

NO. DAERAH PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN PENYELESAIAN PENGELOLA DATA
INFORMASI DAERAH
Syarif Mohammmad
Alkadrie
14 | Dinas Kependudukan Sekretaris Dinas Yani Praptanto, S.Kom Irni Imayani, ST Miko, A.Md
dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan NIP. 19750712 200312 1 008 NIP. 19880821 201101 2 001 | NIP. 19740211 200312 1 004
Kota Pontianak Pencatatan Sipil Kota
Pontianak
15 | Dinas Pengendalian Sekretaris Dinas Jimmi Kurniawan, A.Md Jimmi Kurniawan, A.Md Jimmi Kurniawan, A.Md
Penduduk, KB, Pengendalian NIP. 19740627 200901 1 004 NIP. 19740627 200901 1 004 | NIP. 19740627 200901 1 004
Pemberdayaan Penduduk, KB,
Perempuan dan Pemberdayaan
Perlindungan Anak Kota | Perempuan dan
Pontianak Perlindungan Anak Kota
Pontianak
16 | Dinas Sosial Kota Sekretaris Dinas Sosial | Nanny Prameswari K, S.STP Nanny Prameswari K, S.STP Nanny Prameswari K, S.STP
Pontianak Kota Pontianak NIP. 19901108 201010 2 001 NIP. 19901108 201010 2 001 | NIP. 19901108 201010 2 001
17 | Dinas Pekerjaan Umum | Sekretaris Dinas Tati Nuryati, SH Tati Nuryati, SH Tuti Lestari, S.ST
dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan NIP. 19740405 200701 2 019 NIP. 19740405 200701 2 019 | NIP. 19790524 199802 2 002
Kota Pontianak Penataan Ruang Kota
Pontianak
18 | Dinas Perumahan Sekretaris Dinas Neny Heryani, SE Rida Firliani, SH Neny Heryani, SE
Rakyat dan Kawasan Perumahan Rakyat dan | NIP. 19761122 200801 2 011 NIP. 19771112 200312 2 008 | NIP. 19761122 200801 2 011
Permukiman Kota Kawasan Permukiman
Pontianak Kota Pontianak
19 | Dinas Perhubungan Sekretaris Dinas Reno Suyetno Reno Suyetno Reno Suyetno

Kota Pontianak

Perhubungan Kota
Pontianak

NIP. 19821016 201101 1 000

NIP. 19821016 201101 1 000

NIP. 19821016 201101 1 000
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20 | Dinas Lingkungan Sekretaris Dinas Eka Kurnia, S.Kom Eka Julia Rahmawaty R, Jumli, A.Md
Hidup Kota Pontianak Lingkungan Hidup Kota | NIP. 19830130 201001 2 003 A.Md Ak NIP. 19920125 201903 1 004
Pontianak NIP. 19820715 200312 2 005
21 | Dinas Pangan Pertanian | Sekretaris Dinas Pangan | Sugiharto, S.Pt Safrani Novita Megasari, SP
dan Perikanan Kota Pertanian dan NIP. 19771227 201001 1 008 NIP. 19660606 199003 1 019 | NIP. 19801128 201101 2 003
Pontianak Perikanan Kota
Pontianak
22 | Dinas Penanaman Sekretaris Dinas M. Rafiq, A.Md Ruswitri Juliardi, ST, MT M. Rafiq, A.Md
Modal dan PTSP Kota Penanaman Modal dan NIP. 19781118 200212 1 004 NIP. 19780730 200502 1 002 | NIP. 19781118 200212 1 004
Pontianak PTSP Kota Pontianak
23 | Dinas Tenaga Kerja Kota | Sekretaris Dinas Tenaga | Prandika Asyari, A.Md Rinaldi Sijabat, S.Sos Susilawati, A.Md
Pontianak Kerja Kota Pontianak NIP. 19680818 199503 1 005 NIP. 19760620 200312 1 004 | NIP. 19780610 201101 2 001
24 | Dinas Koperasi Usaha Sekretaris Dinas Uswatun Hasanah, SE Lusi Eka Putri, A.Md.A.B Muhammad Ridha Kurniawan
Mikro dan Perdagangan | Koperasi Usaha Mikro NIP. 19860311 201101 2 003 NIP. 19960525 201903 2 008 | NIP. 19820128 200312 1 002
Kota Pontianak dan Perdagangan Kota
Pontianak
25 | Dinas Perpustakaan dan | Sekretaris Dinas Hidmansah, S.ST.,Ars Sumedi Nardi Lili Subowo, S.Sos
Kearsipan Kota Perpustakaan dan NIP. 19921023 202012 1 008 NIP. 19750713 200701 1 021 | NIP. 19750202 200212 1 011
Pontianak Kearsipan Kota
Pontianak
26 | Dinas Komunikasi dan Sekretaris Dinas Iswandi, S.Sos Samsullasmin Samsullasmin
Informatika Kota Komunikasi dan NIP. 19680619 199307 1 001 NIP. 19700713 200701 2 021 | NIP. 19700713 200701 2 021
Pontianak Informatika Kota
Pontianak
27 | Kecamatan Pontianak Sekretaris Camat Riri Sudian Rianto, S.Sos Kartini, S.STP Aditya Pratama
Tenggara Pontianak Tenggara NIP. 19770926 200502 1 004 NIP. 19840421 200312 2 001 | NIP. 19860317 200501 1 004
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28 | Kecamatan Pontianak Sekretaris Camat Iskandar, SE Iskandar, SE Iskandar, SE

Selatan Pontianak Selatan NIP. 19680916 200604 1 005 NIP. 19680916 200604 1 005 | NIP. 19680916 200604 1 005
29 | Kecamatan Pontianak Sekretaris Camat Mega Adelika, S.IP Syarif Muhammad Alex Mega Adelika, S.IP

Timur Pontianak Timur NIP. 19911016 201501 2 001 NIP. 19730502 199403 1 005 | NIP. 19911016 201501 2 001
30 | Kecamatan Pontianak Sekretaris Camat Mety Lasmita, SH Didik Hariyanto, ST Fetty Fathonah, S.Sos

Kota Pontianak Kota NIP. 19740513 200212 2 005 NIP. 19730131 200312 1 004 | NIP. 19811104 201001 2 010
31 | Kecamatan Pontianak Sekretaris Camat Rio Gunawan, A.Md Rio Gunawan, A.Md Rio Gunawan, A.Md

Barat Pontianak Barat NIP. 19960529 201903 1 002 NIP. 19960529 201903 1 002 | NIP. 19960529 201903 1 002
32 | Kecamatan Pontianak Sekretaris Camat Purnomo Muliansjah, A.Md Purnomo

Utara

Pontianak Utara

NIP. 19840525 201408 1 001

NIP. 19740722 199803 1 003

NIP. 19840525 201408 1 001
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